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A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan
di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari
upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara meneyeluruh.
Pemerintah dalam hal ini Mentri Pendidikan Nasional telah
mencanangkan”gerakan peningkatan Mutu pendidikan” pada tanggal 2
Mei 2002; dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.'

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk
menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih
sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga
masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa
depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan
hari kemudian yang bahagia. Namun saat ini dunia pendidikan Kita
belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan mayarakat. Fenomena itu
ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan
yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih
berorintasi  proyek.  Akibatnya, seringkali hasil  pendidikan

mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi

'Departemen Agama RI. Pedoman Manjemen Berbasis Madrasah, (Jakarta:
2005), h. 1
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pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan
ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan,
telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang
cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan
melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya
memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa
dalam kemajemukan budaya bangsa.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya
perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil.
Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat
input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi
bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti
penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya,
penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan
lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan
dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang
diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh
teori education, production, function (Hanushek, 1979,1981) tidak
berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan
hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro
oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya,
banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi
atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).
Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan
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permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh
dan akurat oleh birokrasi pusat. Kondisi tersebut menyebabkan
sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap sekolah. Ada anggapan
bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial
mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan pekerjaan
yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih
baik.

Dari uraian tersebut di atas memberikan pemahaman kepada
kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada
penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih
memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan
hal yang mutlak harus ada dalam batas - batas tertentu tetapi tidak
menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan.

Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana
pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak
didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi
lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus
dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk
mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. hal ini akan
dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu,
diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri
sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.
Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses
peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur
dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi
keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking).
Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni
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pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus
berbasis madrasah/sekolah sebagai institusi paling depan dalam
kegiatan pendidikan.

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah,
masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing
ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian
kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis
dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui
pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu
menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan
serta memahami Kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya)
untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus
memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk
program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh
sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing -
masing.

Kepala Madrasah sebagai pimpinan bertugas menyeleksi,
menerima, mengatur dan melengkapi tenaga-tenaga Madrasah.
Mengatur guru-guru, konselor, staf tata Madrasah, staf penjaga dan
pembantu pemelihara Madrasah, dan petugas-petugas khusus, dan lain
sebagainya. Termasuk dalam, bidang ini, misalnya penyelenggaraan
urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan,
kenaikan pangkat, cuti perpindahan dan pemberhentian anggota staf
Madrasah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota-anggota staf
Madrasah, masalah jaminan sosial kesehatan dan ekonomi mereka,

penciptaan ~ hubungan-hubungan  kerja ~ yang  tepat  dan



5

menyenangkan, masalah penerapan kode etik jabatan, penilaian
terhadap hasil kerja mereka dan sebagainya.

Melihat peranan kepemimpinan kepala madrasah dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan yang benar adil terhadap
bawahannya utamanya masalah kinerja guru, maka dapat dikatakan
kepala Madrasah dapat meningkatkan kinerja guru, serta para guru
dapat mengaprisiakan dirinya untuk mendukung kinerja kepala
Madrasah sehingga adanya timbal balik, yang saling memberikan
motivasi yang lebih baik, serta dapat melaksanakan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab, utamanya kepala Madrasah dalam
meningkatkan Kkinerja para guru dengan prestasi yang baik. Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Kepala Madrasah adalah
adanya dorongan dalam diri Kepala Madrasah untuk berprestasi
sehingga dengan adanya motivasi berprestasi Kepala Madrasah akan
selalu mengadakan perbaikan- perbaikan prestasi yang distandarkan.

Kepemimpinan kepala Madrasah dalam  menjalankan
tugasnya selalu berorientasi pada visi dan misi Madrasah serta
pelaksanaan semua kegiatan harus terencana dan termuat dalam
program Madrasah . Oleh karena itu, maka tugas Kepala Madrasah
selaku pemimpin di Madrasah diharapkan dapat menjalankan tugasnya
sebagai administrator, manajer, pemimpin Madrasah, dan supervisor.
Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala Madrasah dituntut memiliki
kemampuan atau Kkinerja yang memadai agar mampu mengambil
inisiatif atau prakarsa yang, memiliki komitmen, motivasi yang kuat
untuk meningkatkan mutu kinerja guru dan Madrasah secara optimal.

Oleh karena itu, program kepala Madrasah dipandang perlu
dilaksakan untuk meningkatan mutu para guru dan pendidikan di masa
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yang akan datang. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun
berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi masih
dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan
penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap
pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan
belajar siswa dan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
sebagai pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1998. Salah satu
Isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan
masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program
pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal
4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan.

Disamping itu juga dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 dan
25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta diikuti oleh Undang
Undang No, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara
langsung berpengaruh terhadap perencanaan pelaksanaan dan evaluasi
pendidikan. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah
merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul
di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.
Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih
kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan
sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara
efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.
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Di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, pasal 52 ayat (1),
bahwa, “Pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal dengan prinsip Manjemen Berbasis sekolah/Madrasah”

Manajemen Berbasis Madrasah atau Madrasah Based
Management (MBM) merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah
yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradigm baru
manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada
madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan
pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar madrsah leluasa
mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan
mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap
terhadap kebutuhan setempat.

Di dalam sebuah manjemen organisasi khususnya dibidang
pendidikan harus bias mempertangungjawaban apa yang diperbuatnya,
dan ada kesatuan arah tujuan serta komitmen di dalam menjalankannya.
Allah SWt berfirman.
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Artinya :Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka



ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.”

Pengertian Khaira ummah di sini merupakan tafsir dari umat
Islam akan menjadi umat yang terbaik apabila mengerjakan pilar-pilar
agama Islam. Hendaknya semua perkara yang diselisihkan dalam
sebuah organisasi itu diselesaikan dengan dikembalikan kepada metode
pengambilan keputusan yang diajarkan oleh Allah SWT,yang terdapat
dalam Al-Qur’an dan Hadits yaitu metode musyawarah. Sebagaimana
dijelaskan di dalam Al Qur’an :
Pl J e T ATt 86 g

s
Zat .3

2l redlas auss;

Artinya :Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat
Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad)

menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.?

Maksud dari ayat ini jika kita tarik dalam hal manajemen,
bahwa sebuah organisasi dalam pendidikan harus dibuat menjadi
organisasi yang pilihan yang unggul serta yang efektif. Dalam ayat
tersebut juga dikemukakan bahwa tujuan digunakan sebagai arah gerak
organisasi dan untuk mengetahui kinerja dan Kkesetiaan anggota

organisasi.

2Q.S, Al lmran : 110
®Q.S. Al-Bagarah : 143
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Manajemen Berbasis Madrasah merupakan salah satu cara
dalam pengambil keputusan pendidikan yang diletakan pada posisi
yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu madrasah, dengan
memberdayakan madrasah dalam memberikan otonomi yang lebih
besar. Di dalam Manajemen Berbasis Madrasah, semua kebijakan dan
program madrasah ditetapkan olen Komite Madrsah dan Dewan
Pendidikan. Komite madrasah merumuskan dan menetapkan visi, misi
dan tujuan madrasah dengan berbagai implikasinya terhadap program-
program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan madrsah.

Karakteristik dari MBM bisa kita ketahui dari dagaimana
madrasah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran,
pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta
sistem administrasi keseluruhan. MBM juga memberika otonomi yang
luas kepada kepala madrasah, disamping itu juga tingginya partisipasi
masyarakat dan orang tua, dalam hal kepemimpinan dilakukan secara
demokratis dan profesional dan adanya team work yang kompak serta
transparan. Ada empat paktor yang sangat penting yang perlu
diperhatikan dalam implementasi MBM ini yaitu kekuasaan,
pengetahuan dan keterampilan, system informasi serta sistem
penghargaan.*

Tujuan MBM adalah meningkatkan efesiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan. Peningkatan efesisnsi antara lain, diperoleh
melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan
penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat

diperoleh, antara lain, melalui revitalisasi partisipasi orang tua terhadap

* Depdiknas. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku |
Konsep dan Pelaksanaan. (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas. Tahun 2001)
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madrasah, pleksibilitas pengelolaan madrasah dan pembelajaran,
peningkatan profesionalisme guru dan kepala madrasah, serta
berlakunya sistem hadiah dah hukuman. Peningkatan pemerataan
antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang
memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok
tertentu.

MBM diharapkan mampu memberikan manfaat terutama
kepada Madrasah dalam hal Pengelolaan, dimana MBM memberikan
kebebasan dan kewenangan yang luas kepada madrasah dan
seperangkat tanggung jawab, dengan adanya otonomi yang meberikan
tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi
sesuai dengan kondisi setempat. Madrasah dapat lebih meningkatkan
kesejahteraan guru-guru, adanya keleluasaan dalam pengelolaan
sumber daya dan partisipasi masyarakat. Madrasah juga di berikan
kesempatan untuk mengembangan kurikulum secara mandiri. Dengan
demikian MBM mendorong profesionalisme guru dan kepala madrasah
sebagai pemimpin pendidikan pada garis depan, melalui pengembangan
kurikulum yang efektif dan fleksibel, rasa tanggap madrasah terhadap
kebutuhan setempat akan meningkat, dan menjamin layanan
pendidikan yang sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat.’

Impelemntasi Manajemen Berbasis Madrasah perlu didukung
oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah yang
menyangkut aspek-aspek berikut yaitu: iklim madrasah yang kondusif,
adanya otonomi madrasah, kewajiban madrsah, kepemimpinan
madrasah yang demokratis dan professional, dan revitalisasi partisivasi

masyarakat dan orang tua.

® Departemen Agama, hal 7,
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Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah perlu didukung
oleh iklim madrasah yang kondusif bagi terciptanya suasana yang
aman, nyaman dan tertib, sehingga proses pembelajaran dapar
berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (enjoyable learning),
efektif dan Mandiri. Dalam MBM madrasah memiliki otonomi dalam
mengembangan Kkebijakan dan pengembangan kurikulum dan
pembelajaran serta sistem evaluasinya oleh madrasah agar sesuai
dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel,
disamping itu madrasah memilki kewajiban yaitu melaksanakan
kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat, dengan
demikian madrasah dituntut mampu menampilkan pengelolaan
sumberdaya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan
bertanggungjawab terhadap masyarakat maupun pemerintah,

Dalam Implemetasi MBM madrasah memerlukan sosok kepala
madrsah yang memiliki kemampuan manjerial dan integritas
professional yang tinggi, dalam hal ini kepala Madrasah merupakan
“the key person” keberhasilan pelaksanaan “otonomi madrasah” ia
adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan
membrdayakan berbagai sumber yang tersedia. Dalam pelaksanaan
MBM, partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dan pihak
orang tua dalam perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan dan
pengawasan program-program madrsah perlu dibangkitkan kembali.
Wujud dari keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan finansial, tetapi
lebih dari itu, dalam pemikiran pemikiran untuk peningkatan kualiatas
madrsah.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pelayanan
pendidikan di madrasah, terutama diera otonomi pendidikan, madrasah
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diharapkan  dapat mengembangkan  manajemen  pendidikan,
meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan. Diantara kegiatan dan program yang diberikan
adalah pemberdayaan komite madrasah, dan peningkatan kapasitas
kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta
pemberian bantuan atau subsidi dan penyediaan sarana dan prasarana
penunjang pendidikan, serta pengembangan manajemen berbasis
madrasah (MBM), sehingga dapat meningkatkan perbaikan mutu yang
berkelanjutan (continuous quality improvement) dan tidak lagi
melakukan perbaikan yang tidak parsial, dan tidak berkesinambungan.
Suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari sistem manajemen
yang dilakukan oleh seorang pempin tentunya dalam upaya pembinaan
dan penggunaan sumber daya pendidik, baik SDM maupun SDA agar
madrasah dapat mencapai tujuannya. selain itu, dalam menunjang
untuk mewujudkan sistem manajerial yang dilakukan oleh pimpinan
dengan baik, semua pengelola dalam lembaga pendidikan tersebut
harus ikut mendukung dan berperansertaa. Tentunya semua personil
tenaga pendidik, tenaga administrasi bekerja secara efektif, efisien di
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Pandeglang adalah lembaga pembinaan peserta didik untuk
memotivasi diri dengan prestasi menuju tercapainya tujuan pendidikan.
Dalam mencapai tujuan tersebut madrasah harus dikelola
dengan sistem manajemen yang baik. MTsN 2 pandeglang adalah
madrasah yang berstatus Negeri. Yang menjadi rujukan implementasi
manajemen madrasah dengan sistem MBM yang baik, karena didukung
oleh dana dari pemerintah dengan fasilitas sarana dan prasarana yang
cukup memadai dan di dukungan oleh sumber daya manusia yang
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memadai. Guna tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Pandeglang.

Dari observasi awal, peneliti dapat mengambarkan tentang
kondisi MTsN 2 Pandeglang, yaitu MTsN 2 Pandeglang merupakan
madrasah yang memperoleh hasil penilaian dengan kategori amat baik
(terakreditasi A). Keberhasilan meraih predikat terakreditasi A,
merupakan prestasi besar bagi MTsN 2 Pandeglang.

Dari uraian di atas nampak bahwa di satu sisi MTsSN 2
Pandeglang menunjukkan prestasi yang membanggakan, Namun disisi
lain MTsN 2 Pandeglang dalam Implementasi MBM diduga masih ada
yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, prinsip-prinsip
MBM di MTsN 2 Pandeglang sudah dilaksanakan sejak digalakkannya
Manajemen Berbasis Madrasah itu sendiri pada tahun 2006, Namun
dalam melaksanakan MBM masih dikatakan memiliki beberapa
kekurangan diantaranya: 1). Masih adanya beberapa personil madrasah
yang kurang memahami konsep MBM, 2). Sarana dan prasarana
sebagai penunjang dalam Implementasi MBM masih dianggap kurang
memadai, 3). Dalam proses KBM, tenaga Pendidik masih kurang dalam
penggunaan sarana atau media pembelajaran dengan baik, lancar dan
produkrif, 4). Dari observasi awal peneliti di MTs Negeri 2 Pandeglang
sarana ibadah atau masjid sangat kecil dan masih kurang memadai,
sehingga peserta didik dalam melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah
ada yang dilakukan dikelas-kelas. 5) sarana dan prasarana sebagai
penunjang dalam Pelaksanaan MBM sudah banyak yang tidak layak
atau rusak dikarenakan gedung MTsN 2 Pandeglang secara umum

sudah tua.
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Maka dari itu, Penelitian ini akan melakukan kajian untuk
menulusuri Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di
MTsN 2 Pandeglang dalam memberikan kontribusi terhadap mutu
pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pandeglang menuju
lembaga yang berkualitas dan madrasah yang unggul.

Oleh karena itu tesis ini diarahkan kepada studi tentang
Implementasi Manajemen Berbasis Madarasah (MBM) Terhadap Mutu
Pendidikan di MTsN 2 Pandeglang.

B. Batasan Masalah
Permasalahan yang dikemukakan pada identifikasi masalah
tidak dapat dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, karena
berbagai faktor dan keterbatasan yang dimiliki peneliti.
Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada bagaimana
implementasi manajemen berbasis Madrasah dan Prinsip-prinsip
implementasi MBM yang meliputi kemandirian, kerjasama,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah. Dan Mutu
pendidikan di MTsN 2 Pandeglang.
C. Rumusan Masalah.
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaiman Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di
MTsN 2 Pandeglang?
2. Bagaimana mutu pendidikan di MTsN 2 Pandeglang?
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung Manajemen

Berbasis Madrasah di MTsN 2 Pandeglang dan solusinya?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di
MTsN 2 Pandeglang?
2. Mengetahui mutu pendidikan di MTsN 2 Pandeglang?
3. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung Manajemen
Berbasis Madrasah di MTsN 2 Pandeglang dan solusinya?
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini
antara lain:
1. Secara teoritis
Memberikan sumbangan informasi atau referensi bagi
perkembangan  khazanah keilmuan khususnya bidang
pendidikan terkait dengan implementasi Manajemen Berbasis
Madrasah (MBM).
2. Secara praktis
Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholders) pendidikan secara luas dalam
mengimplementasikan manajemen berbasis Madrasah di MTsN
2 Pandeglang. Adapun implementasi manajemen berbasis
Madrasah yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip MBM
dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak MTsN 2 Pandeglang
maupun Kementrian Agama.
E. Sistematika Pembahasan
Laporan penelitian ini akan menguraikan beberapa bab yang
tediiri dari beberapa bagian, sehingga dalam penejalasan dari bab
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ini, menunjukkan suatu hasil yang dapat dirumuskan sebagai
berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan
latar belakang masalah, batasan masalah, dilanjutkan dengan
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan diakhiri
dengan sistematika pembahasan

Bab Kedua akan dibahas Landasan Teori dan penelitian
terdahulu. Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian manajemen
berbasis madrasah serta manajemen komponen-komponen
madrasah dan Mutu Pendidikan, dan Penelitian terdahulu yang
relevan.

Bab Ketiga yaitu metode penelitian meliputi : Pendekatan
dan metode penelitian, lokasi dan waktu Penelitian, fokus
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian, dan diakhiri
dengan analisis peneliti.

Bab Kelima berisikan penutup berupa kesimpulan dan

Saran-saran.



